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ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance people doing
free work or business activities in fulfilling the obligations of their tax. This research
consists of three independent variables and the one dependent variable. The independent
variable in this research is the perception of control behavior, tax knowledge and tax
fairness perception. While the dependent variable in this study is the tax compliance. This
research uses techniques of convenience sampling with a number of sample as much as
178 respondents and survey with questionnaire method in the collection of the data.
Respondents who were sampled in this study are the tax payers private person who did
free work or business activities registered in the Tax Services Office of Jakarta Matraman,
Tax Service Office of Jakarta Duren Sawit, Tax Service Office of Jakarta Jatinegara, and
Tax Services Office of Jakarta Kramat Jati. The analysis of research data analysis using
Structural Equation Modeling (SEM) variance-based or so-called Component Based SEM
by using SmartPLS software version 2.0 Based on the results of the data processing and
analysis of the research that has been done shows that the perception of control doesn’t
affect behavior significantly to tax compliance, tax knowledge influence significantly to
perceptions of tax fairness and tax compliance and tax fairness perceptions influence
significantly to tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, the perception of control behavior, tax knowledge and
perception of tax fairness.

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system (SAS) telah
banyak diimplementasikan di seluruh dunia. Indonesia menerapkan Self Assessment
System (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai Official Assesment System
(OAS). Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar
karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya
pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang
telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dengan kata lain, system ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
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besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan llyas, 2000:10). Disisi lain pemberian
kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sangat
memungkinkan akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai peluang
untuk berperilaku tidak patuh.

Pemberian kepercayaan penuh melalui pelaksanaan sistem self assessment kepada
wajib pajak seakan memberi ruang amat besar dan sangat memungkinkan kalau data dan
pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya (llyas dan Burton, 2012:19).

Dengan demikian penerapan Self Assessment System dalam perpajakan akan terdapat
2 (dua) kondisi yang mungkin terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu peran
aktif (kesadaran) wajib pajak dan peluang untuk berperilaku tidak patuh. Maka untuk
menjaga agar wajib pajak berperilaku patuh dibutuhkan adanya kontrol perilaku bagi
wajib pajak yaitu antara lain dengan adanya pemeriksaan pajak dan adanya sanksi
perpajakan.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua
negara yang menerapkan sistem perpajakan. Permasalahan utama perpajakan di Indonesia
adalah masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Tingkat
kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah yakni baru 30 persen wajib pajak
yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran pajak di
Malaysia yang sudah 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia masih
tertinggal jauh (Anandita, 2012).

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan total Wajib Pajak terdaftar per 31
Desember 2012 sebesar 24.812.569 Wajib Pajak, terdiri atas 22.131.323 Wajib Pajak
Pribadi, 545.232 Wajib Pajak Bendaharawan dan 2.136.014 Wajib Pajak Badan. Potensi
Pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Indonesia sebesar 67 juta orang, dari jumlah
dimaksud WP Orang Pribadi yang sudah terdaftar baru berjumlah 20 juta orang dan
jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar
8,8 juta orang atau sekitar 15 persen dari jumlah total potensi WP Orang Pribadi. Dengan
demikian masih terdapat 85 persen potensi pajak WP Orang Pribadi yang perlu digali.
Sedangkan potensi pajak WP Badan Usaha di Indonesia berjumlah 5 juta badan usaha,dari
jumlah dimaksud jumlah WP Badan Usaha yang sudah terdaftar baru berjumlah 1,9 juta
dan WP Badan Usaha yang melaporkan SPT Tahunan hanya berjumlah 520 ribu Badan
Usaha atau sekitar 10 persen dari jumlah total potensi WP Badan Usaha. Dengan demikian
masih terdapat 90 persen potensi pajak WP Badan Usaha yang perlu digali.

Fenomena diatas menunjukan bahwa kepatuhan pajak merupakan topik yang penting
untuk selalu dilakukan penelitian mengingat besarnya peran pajak dalam pembangunan
negara. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di
Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai
perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak
memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2)
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memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak , (4)
tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa
Persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui
niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2002). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual
control di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Dalam Teori ini
menggunakan tiga indikator untuk mengukur kontrol perilaku, yaitu pertama,
kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; ketiga,
kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfiled, 2003).

Penelitian Mustikasari (2007) persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan dan Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian Ernawati dan
Purnomosidhi (2010) menunjukan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan
berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan sunset
policy tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Penelitian Damayanti
(2012) menunjukan bahwa norma subjektif memberikan pengaruh terbesar pada niat untuk
menjadi patuh dibandingkan sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berarti sesuai
dengan teori dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas persepsi
kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak
tidak melalui niat maupun melalui niat. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang
berbeda — beda.

Self Assessment System (SAS) telah mengangkat isu — isu yang berkaitan dengan
kompetensi, kejujuran, kemampuan dan kesiapan para Wajib Pajak menerima beban untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyampaikan laporan pajak secara akurat
(Palil, 2010). Pengetahuan perpajakan sangat penting karena tingkat pengetahuan pajak
yang tidak cukup dapat mengakibatkan perhitungan pajak dan pelaporan pajak tidak akurat
(Eriksen dan Fallan, 1996; Loo, 2006 ).

Perubahan Self Assessment System (SAS) dapat berpotensi membuat pengetahuan
pajak menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam memastikan keakuratan pelaporan
pajak dan karena itu lebih mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak
(Palil, 2010). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan
perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak
mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor
bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.(Witono,
2008).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan
dengan persepsi wajab pajak dalam menentukan perilakunya (Nugroho dan Zulaikha,
2012) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  Semakin tinggi pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih
baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki
pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat
menentukan perilakunya dengan tepat (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak
memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami
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hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh,
2003), namun penelitian saad (2012) Pengetahuan pajak yang baik juga bisa memotivasi
para pembayar pajak untuk menghindari membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa
para pembayar pajak dengan pengetahuan pajak yang baik tidak selalu diharapkan untuk
mematuhi kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha
mereka untuk menghindari pajak, menghindari membayar lebih banyak, menghindari
membayar pajak yang tidak perlu.

Selanjutnya menurut Wartick (1994) pengetahuan yang semakin baik dari wajib
pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan peningkatan informasi
tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.
Dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi
perilaku kepatuhan pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Wajib Pajak cenderung untuk
menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak tidak adil. Hal
ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting sebagai
variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980;
Richardson,2006).

Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (non compliance) terhadap pajak
(Harahap, 2004). Jika wajib pajak merasa bahwa beban pajaknya lebih tinggi dari orang
lain dalam kelompok pendapatan yang sama, kepatuhan pajaknya mungkin menurun lebih
luas pada tingkat kelompok tersebut, wajib pajak ingin perlakuan yang relatif adil dari
kelompok mereka terhadap kelompok pendapatan lain. Jika kelompok tertentu
memandang bahwa kewajiban pajak mereka lebih tinggi dibandingkan kelompok lain,
maka penggelapan pajak mungkin terjadi di antara anggota kelompok (Spicer dan Becker,
1980).

Berdasarkan hasil penelitian — penelitian diatas ditemukan research gap dimana
hasil penelitian pengaruh kontrol prilaku terhadap kepatuhan dan pengaruh pengetahuan
pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak hasilnya berbeda-beda,
begitu pula mengenai pengetahuan pajak yang tidak selalu digunakan untuk mematuhi
kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha mereka
untuk menghindari pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali. Disamping
itu mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi keberhasilan self
assessment system untuk meningkatkan penerimaan pajak, serta masih rendahnya tingkat
kepatuhan pajak di Indonesia maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sasaran penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas yaitu orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha
dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha yaitu orang yang menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri,
dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang
dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha dalam
memperoleh penghasilan dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas
yaitu praktek pribadi sebagai konsultan, Akuntan Publik, Tenaga Pengajar dan lain-lain.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian
sebagai berikut: (1) Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak; (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak
mengenai keadilan pajak; (3) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak; (4) Apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris
pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak mengenai
keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh pengaruh pengetahuan
pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap
semua pihak yang membaca penelitian ini maupun bagi pihak-pihak yang secara langsung
terkait dengan penelitian ini, manfaat penelitian dimaksud adalah: 1) Manfaat Akademik,
yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam kajian — kajian
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak berkaitan tentang faktor — faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang
melakukan usaha dan pekerjaan bebas.2) Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi fiskus dan wajib pajak dalam upaya
peningkatan kepatuhan wajib pajak, antara lain: a) Bagi Fiskus, penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal
Pajak dalam membuat kebijakan yang lebih menyentuh rasa keadilan bagi wajib pajak dan
membuat program yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak atau masyarakat
secara umum tentang ketentuan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan
pada akhirnya tujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak dapat terwujud. b) Bagi
wajib pajak dapat memberikan informasi mengenai kriteria Wajib Pajak Patuh yang bisa
dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pemenuhan kewajiban
perpajakan yang telah dilaksanakan selama ini untuk meningkatkan kepatuhan.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Kontrol Perilaku

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) dikemukaan oleh Ajzen dan
Fishbein tahun 1985 merupakan teori penyempurnaan atas teori yang telah ditemukan
sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action). Menurut Teori
Perilaku Beralasan menyatakan bahwa niat melakukan sesuatu perilaku dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen dan Fishbein menambahkan satu faktor
yang dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku yaitu persepsi kontrol perilaku
(Perceived Behavior Control). Dengan penambahan faktor persepsi kontrol perilaku
tersebut, Ajzen dan Fishbein kemudian mengubah Teori Perilaku Beralasan menjadi Teori
Perilaku Terencana.

Theory of Planned of Behavior relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan
perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama mengenai
pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak.
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Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa
Perceived Behavioral Control mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung
terhadap perilaku. Peran kontrol perilaku yang merupakan perbedaan Teori Perilaku
Terencana dengan Teori Perilaku Beralasan, kontrol perilaku (behavior control) dapat
terhubung dengan perilaku (behavior) dengan dua cara. Pertama secara tidak langsung
melalui niat (intention) yang sama dengan dua faktor lainnya. Cara yang kedua adalah
hubungan langsung antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku bahwa hubungan
antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku diharapkan muncul jika ada kesepakatan
antara persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya.

Persepsi kontrol perilaku dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat
kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti
melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangkan beban yang seharusnya tidak
boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan
Hatfield, 2003). Persepsi kontrol perilaku memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap
niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Persepsi kontrol perilaku dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang
seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan
ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. Indikator dalam mengukur
kontrol perilaku, yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan
dikenakan sanksi dan; ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000,
Bobek dan Harfiled, 2003).

Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005) adalah apa yang
diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan
merupakan sesuatu yang dimiliki atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari
proses usaha manusia untuk tahu.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan
tentang perpajakan. Hukum pajak adalah kompleks karena tingginya tingkat abstraksi dan
istilah-istilah teknis (McKerchar, 2002) sehingga tidak mengherankan sebagian besar
wajib pajak tidak memahami hukum pajak dengan benar dan mengeluh tentang
kekurangan memiliki pengetahuan subjektif tentang pajak dan merasa tidak kompeten
mengenai masalah pajak (Roberts, Hite & Bradley, 1994). Oleh karena itu Wajib Pajak
berharap bahwa otoritas pajak akan memberikan informasi yang memadai tentang hukum
pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan laporan pajak mereka seakurat
mungkin. Selain itu menurut Wartick (1994) peningkatan informasi tentang hukum pajak
dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud
mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang
meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,
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tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi,
2009).

Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan
memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP (2) Pengetahuan dan
pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (3) Pengetahuan dan
pemahaman mengenai sanksi perpajakan. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai
PTKP, PKP, dan tarif pajak. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan
memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Teori keadilan (Equity Theory) yang dikemukakan oleh John Stacey
Adams (1963), dinyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung
pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi tertentu. Teori ini juga menjelaskan
bahwa individu membandingkan rasio usaha mereka dan imbalan dengan rasio usaha dan
imbalan pihak lain yang dianggap serupa atau similar (Carrel & Dittrich, 1978). Jika
tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukan keseimbangan dengan rasio orang lain,
maka ia akan merasa puas. Sebaliknya jika terdapat adanya ketidakadilan, orang akan
merasa tidak puas, prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas
tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity). Perasaan adil atau tidak adil
diperoleh dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dirinya dengan orang lain yang
memiliki kondisi yang setara.

Jackson dan Milliron (1986), salah satu variabel kunci faktor non ekonomi yang
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Wajib Pajak
cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak
tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting
sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980;
Richardson,2006).

Gerbing (1988) dalam Azmi dan Perumal (2008), terdapat 5 (lima) dimensi keadilan
pajak, yakni: Keadilan umum (general fairness), timbal balik yang diterima dari
pemerintah (exchanges with government), kepentingan pribadi (self interest), ketentuan-
ketentuan yang diberlakukan secara khusus (special provisions) dan struktur tarif pajak
(tax rate structures).

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada
ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motovasi seseorang,
kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang
ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang — undang perpajakan sehingga
dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-
undang perpajakan.

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sedangkan menurut Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak
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memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2)
memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak , (4)
tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator kepatuhan:
pertama, kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu kepatuhan dalam
menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua,
kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan dalam melakukan
pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (reporting
compliance), vyaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang
(Mustikasari: 2007). Kepatuhan pengisian SPT dan kepatuhan pembayaran merupakan
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan
pelaporan merupakan kepatuhan secara material.

Penelitian Terdahulu. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap kepatuhan

Perilaku kepatuhan (compliance) atau tidak patuh (non-compliance) wajib pajak
sangat dipengaruhi oleh variabel persepsi kontrol perilaku (Blanthorne, 2000, Bobek,
2003). Mustikasari (2007), melakukan penelitian terhadap 200 tax profesional perusahaan
industri pengolahan kelas menengah dan besar di Surabaya, hasilnya variabel persepsi
kontrol perilaku berpengaruh paling besar terhadap variabel niat tax professional untuk
berperilaku tidak patuh, semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimilik tax
professional maka akan mendorong tax professional tidak patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.

Harinurdin (2009), melakukan penelitian pengaruh perilaku individu dan kondisi
perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan dengan unit analisi wajib pajak badan yang
terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung
pada kepatuhan pajak dan Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif yang signifikan
terhadap niat.

Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang meneliti kepatuhan Wajib Pajak Badan
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pluit dengan pendekatan perilaku
menghasilkan kesimpulan bahwa sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh
terhadap niat berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan sunset policy tidak
berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh. Hasil penelitiannya juga menunjukan bahwa
Persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak tehadap kepatuhan

Robert et al (1991) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peratuan pajak akan
mempengaruhi tax fairness. Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak
tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evation.

Rahayu (2006) meneliti pengaruh pengetahuan pajak transparansi belanja pajak dan
keadilan terhadap kepatuhan pajak penelitian dilakukan kepada pada 107 Wajib Pajak
pribadi dan badan pada KPP Surakarta, hasilnya bahwa pengetahuan pajak, transparansi
belanja pajak, dan keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.
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Witono (2008) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP
Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa
semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka
semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan keadilan sistem
pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib dan konsultan pajak.

Nugroho dan Zulaikha (2012), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan membayar pajak studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu menghasilkan kesimpulan bahwa
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas,
dan persepsi terhadap efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran
membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Wartick (1994) bahwa pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan
memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan peningkatan informasi tentang
hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.

Carolina dan Simanjuntak (2009) meneliti Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi
Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan, penelitian dilakukan kepada
pada 54 Wajib badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung, hasilnya bahwa tax
knowledge  secara positif memengaruhi persepsi keadilan dan tax knowledge
mempengaruhi tax compliance hanya saja harus melalui tax fairness.

Witono (2008) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di
KPP Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa
tidak ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap persepsi keadilan sistem pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan

Etzioni (1986), yang mencatat bahwa persepsi keadilan lebih cenderung
mempengaruhi kepatuhan pajak daripada tarif pajak. Cristensen et al. (1994) menemukan
adanya hubungan secara positif antara persepsi keadilan dan fairness terhadap beberapa
tingkatan kepatuhan.

Witono (2008) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP
Surakarta dan konsultan pajak di wilayah Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa
semakin baik persepsi wajib pajak dan konsultan pajak terhadap keadilan sistem pajak
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Carolina dan Simanjuntak (2009) meneliti Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi
Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan, penelitian dilakukan kepada
pada 54 Wajib badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung, hasilnya bahwa vertical tax
fairness berpengaruh signifikan terhadap tax compliance sedangkan horizontal tax
fairness tidak memengaruhi tax compliance. Saad (2012) menemukan bahwa persepsi
negatif wajib pajak terhadap sistem pajak penghasilan, terutama pada struktur tarif pajak
dan pengeluaran pemerintah, telah memotivasi mereka untuk menghindari membayar
pajak.
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Pengembangan Hipotesis. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap kepatuhan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi secara langsung maupun tidak
langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi
jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku.
Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang
dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan
perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan
(actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul.
Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu
tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan
memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi
kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut.  Kontrol perilaku yang
dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga
tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Bobek dan Hatfield (2003) serta Blanthorne (2000) berhasil membuktikan bahwa
persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku secara langsung.
Berdasarkan teori dan bukti empiris di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai
berikut: Hy: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak tehadap kepatuhan

Kekurangan pengetahuan dapat membangkitkan ketidakpercayaan dan sikap negatif
terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif
terhadap pajak (Niemirowski et.al., 2002).

Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak tidak dapat memahami
ketentuan perpajakan dengan baik tentunya akan salah dalam membuat laporan keuangan
fiskal sebagai dasar perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal yang tidak sesuai dengan
ketentuan perpajakan mengakibatkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) tidak benar, hal ini Wajib Pajak sudah dianggap tidak patuh. Terlihat bagaimana
pengetahuan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori,
penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut: Hy:
Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan
yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi
(Cristensen et al., 1994).

Tax knowledge secara positif memengaruhi persepsi keadilan dan tax knowledge
mempengaruhi tax compliance hanya saja harus melalui tax fairness (Carolina dan
Simanjuntak, 2009). Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas,
dikembangkan hipotesis sebagai berikut: Hs: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap
persepsi keadilan pajak
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Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan

Jackson dan Milliron (1986), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku
kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Pada tingkat masyarakat secara luas,
kepatuhan pajak mungkin berkurang jika persepsi masyarakat menganggap bahwa sistem
pajak tidak adil, penggelapan pajak skala luas mungkin terjadi (Allingham dan Sandmo,
1972; Barjoyai, 1987). Sebaliknya, jika masyarakat mempersepsikan bahwa sistem
perpajakan adil dan fair, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat. Berdasarkan teori,
penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
H,: Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji hipotesis (hypothesis testing)
bertipe penelitian kausal yang bertujuan untuk meneliti hipotesis yang sudah dijelaskan
sebelumnya yaitu tentang pengaruh dari persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan
persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Untuk tujuan ini, penelitian dilakukan dengan survei lapangan yaitu dengan
mengambil sampel dilapangan secara langsung dari suatu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah
instrument yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dengan sedikit modifikasi.
Instrumen yang dipergunakan sebagian besar telah diuji reabilitas dan validitasnya.
Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang tercantum oleh
kuesioner. Variabel persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan
pajak diukur dengan menggunakan skala 1-7 dari likert. Pemberian skor pada jawaban
responden tergantung pada sifat pernyataan.

Persepsi kontrol perilaku dalam penelitian ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang
seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk
meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. indikator
yang digunakan untuk menjelaskan persepsi kontrol perilaku adalah : (1) Kemungkinan
diperiksa fiskus, (2) Kemungkinan dikenai sanksi, (3) Kemungkinan dilaporkan pihak
ketiga (Harinurdin, 2009)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud
mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang
meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,
tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi,
2009). Indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengetahuan pajak adalah(1)
Kepemilikan NPWP, (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

Jurnal TEKUN/Volume V, No. 01, Maret 2014: 23- 48 33



Basit, Wirawan dan Harnovinsah: Pengaruh Persepsi KOntrol Perilaku, Pengetahuan Pajak...

sebagai wajib pajak, (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (4)
Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, (5) sosialisasi
perpajakan, (6) training perpajakan (Widayati & Nurlis, 2010).

Persepsi keadilan pajak adalah persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan yang
adil dan fair melalui penilaian terhadap dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum,
timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang
diberlakukan secara khusus dan struktur tarif pajak (Gerbing, 1988; Azmi & Perumal,
2008).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang memasukkan dan
melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak
terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan-tindakan pemaksaan.
Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator kepatuhan: (1)
kepatuhan pengisian SPT, (2) kepatuhan pembayaran, (3) kepatuhan pelaporan.
(Mustikasari, 2007; Harinurdin,2009).

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis pengukuran variabel, yaitu: (1) Skala
nominal, untuk mengukur klasifikasi identitas profil responden seperti usia, pendidikan
formal terakhir, jenis kelamin, lama memiliki NPWP dan lama menjalankan profesi; (2)
Skala interval, untuk mengukur variabel dependen dan independen yaitu persepsi kontrol
perilaku, pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dengan
menggunakan skala linkert yaitu skor 1 — 7.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) di Wilayah Jakarta Timur yang terdiri atas: KPP Pratama Jatinegara, KPP Pratama
Duren Sawit, KPP Pratama Matraman dan KPP Pratama Kramat Jati. Berdasarkan data
yang kami peroleh dari masing-masing KPP jumlah populasi sebanyak 10.983 wajib
pajak. Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dan berdasarkan anggota
populasi yang kami temui di lapangan pada saat anggota populasi melaporkan SPT di KPP
masing-masing wajib pajak (anggota populasi) yang bersedia menjadi responden dan
dijadikan sampel sebanyak 178 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode survei,
metode ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang indikator - indikator dari konstruk-
konstruk yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data,
peneliti akan memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sedang menyampaikan SPT Masa di KPP dan
dijadikan responden. Survei dilakukan pada rentang waktu antara bulan Januari 2014
sampai dengan Maret 2014.
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Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan Structural Equation
Modeling (SEM) variance based dengan PLS. dengan pertimbangan (1) PLS merupakan
metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi (2) Data tidak
harus berdistribusi normal multivariate (3)Jumlah sampel yang diteliti tidak harus dalam
jumlah besar, karena lebih menitikberatkan pada model prediksi sehingga dukungan teori
yang kuat tidak begitu menjadi hal terpenting (4) PLS dapat menjelaskan ada atau
tidaknya hubungan antar variabel laten (5) PLS dapat menganalisa sekaligus konstruk
yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif (Wold, 1985; Ghozali,
2008: 4).

Proses analisa data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan dan cara (1) Analisis
Profil Responden,yaitu kuisioner yang dapat diolah dianalisis untuk melihat identitas
Wajib Pajak yang menjadi responden (2) Deskripsi Variabel Penelitian, yaitu masing-
masing variabel penelitian yang terdiri dari variabel eksogen dan endogen dianalisis untuk
melihat kisaran teoritis dan aktual dengan melihat standar deviasinya (3) Analisis Data dan
Evaluasi Model dengan Metode PLS dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi
model dengan metode PLS adalah (1) Evaluasi model pengukuran (outer model), (2)
Evaluasi model struktural (inner model), (3) Merancang diagram jalur, (4) Membuat
sistem persamaan model.

Pengujian Hipotesis

Setelah analisis data selesai dan diketahui hasilnya, dilakukan pengujian hipotesis
yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan
yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar
(o) = 5% = 0,05. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.973, sehingga: (1) Jika nilai t-
statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.973], maka HO diterima dan Ha
ditolak; (2) Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [ t-statistik > 1.973],
maka Ho ditolak dan Ha diterima

Ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap perilaku
kepatuhan pajak dan berapa besar pengaruhnya dapat dilihat dari hasil pengolahan data.
Kemudian peneliti menganalisis hasil dari pengolahan data dan pengujian hipotesis
dengan teori yang ada dan fakta yang terjadi serta dikaitkan dengan penelitian
sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Profil responden dikelompokkan berdasarkan (1) usia,(2) jenis kelamin, (3)
pendidikan formal terakhir, (4) profesi responden, (5) lamanya memiliki NPWP dan (6)
lama menjalankan usaha. Berdasarkan usia, responden berusia antara 30-40 tahun adalah
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yang terbanyak sejumlah 67 responden atau 37,64%, berdasarkan jenis kelamin,
mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 109 responden atau 61,24%, berdasarkan
pendidikan responden terbanyak adalah sarjana lulusan S1 sebanyak 71 responden atau
39,89%, berdasarkan profesi responden terbanyak merupakan wira usaha sebanyak 78
responden atau 43,82%, berdasarkan kepemilikan NPWP mayoritas responden telah
memiliki NPWP lebih dari 5 tahun sebanyak 68 responden atau 38,20% dan berdasarkan
lamanya menjalankan profesi mayoritas responden telah lebih dari 5 tahun menjalankan
profesinya yaitu sebanyak 74 responden atau 41,57%.

Analisis Data dan Evaluasi Model
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi model

dengan metode PLS adalah sebagai berikut: Pertama. Evaluasi model pengukuran (outer

model). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan 3 (tiga) cara, sebagai berikut:

(1) Convergent Validity. Convergent validity dapat dilihat dari hasil Uji terhadap outer
loading. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7 namun
dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali,
2008: 24).

Tabel 1. Uji Outer Loading

original sample mean of Standard

estimate subsamples  deviation  T-Statistic
KONTROL
PERILAKU

PKP1 0.970 0.971 0.008 119.296

PKP2 0.991 0.991 0.009 111.793

PKP3 0.945 0.940 0.027 35.610

PENGETAHUAN
PAJAK

PP1 0.838 0.843 0.045 18.728

PP2 0.750 0.750 0.055 13.688

PP3 0.863 0.858 0.062 13.880

PP4 0.788 0.796 0.045 17.639

PP5 0.843 0.840 0.058 14.487

PP6 0.748 0.743 0.073 10.238

KEADILAN PAJAK

PK1 0.755 0.739 0.060 12.673

PK2 0.750 0.734 0.060 12.559

PK3 0.785 0.773 0.072 10.930
Lanjutan Tabel 1 12.648

PK4 0.832 0.836 0.066

PK5 0.770 0.775 0.032 24.252

KEPATUHAN
PAJAK
KP1 0.854 0.857 0.050 17.067
KP2 0.874 0.870 0.037 23.852
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KP3 0.886 0.879 0.037 24.047

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan dengan menggunakan Smart
PLS nilai outer loading indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari
0,7. Hal ini menunjukan bahwa setiap indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel
dan telah memenuhi convergent validity sehingga tidak diperlukan eliminasi.

(2) Discriminant Validity. Metode untuk menilai Discriminant Validity dari model
pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading antara indikator
dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item pengukurannya lebih besar dari
pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkann bahwa konstruk laten memprediksi
ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya (Ghozali,
2008:25).

Tabel 2. Uji Cross Loading

Kontrol Pengetahuan Keadilan Kepatuhan
Perilaku Pajak Pajak Pajak
PKP1 0.970 0.542 0.735 0.397
PKP2 0.991 0.458 0.593 0.321
PKP3 0.945 0.382 0.476 0.241
PP1 0.362 0.838 0.347 0.307
PP2 0.241 0.750 0.263 0.175
PP3 0.450 0.863 0.525 0.268
PP4 0.463 0.788 0.427 0.447
PP5 0.589 0.843 0.647 0.351
PP6 0.275 0.748 0.389 0.189
PK1 0.603 0.543 0.755 0.337
PK2 0.514 0.546 0.750 0.356
PK3 0.375 0.358 0.785 0.310
PK4 0.580 0.438 0.832 0.404
PK5 0.690 0.457 0.770 0.477
KP1 0.339 0.398 0.520 0.854
KP2 0.346 0.457 0.378 0.874
KP3 0.409 0.320 0.523 0.886

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai crossloading pada tabel 4.2 dapat terlihat
bahwa korelasi konstruk persepsi kontrol perilaku dengan indikatornya lebih tinggi
dibandingkan korelasi indikator lainnya, yaitu pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak
dan kepatuhan pajak. Begitu juga seterusnya setiap blok indikator memiliki loading yang
lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator
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variabel laten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran
pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya.

Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah dengan membandingkan
akar kuadrat dari average variance extracted masing-masing konstruk (YAVE). Model
mempunyai disciminant validity yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih
besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model, selain itu
dipersyaratkan model yang baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih
besar dari 0,50. (Ghozali, 2008: 42)

(3) Composite Reliability. Composite reliability untuk mengukur internal consistency,
Suatu data dikatakan reliabel jika composite reliability lebih dari 0,7. dari tabel 4.4 dapat
dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai composite reliability
diatas 0,7 yang menandakan bahwa internal consistency antar variabel memiliki
reliabilitas yang baik.

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel Composite Reliability
Kontrol Perilaku 0.979
Pengetahuan Pajak 0.917
Keadilan Pajak 0.885
Kepatuhan Pajak 0.905

Kedua. Evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi model struktural (inner model)
dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara pengujian, yaitu:

(1) Uji R-Square. Dalam menilai struktural model PLS dapat dilihat berdasarkan nilai R-
Square untuk setiap variable latennya yang merupakan uji goodness-fit model.

Tabel 4. R-Square

R-Square
Kontrol Perilaku 0.000
Pengetahuan Pajak 0.000
Keadilan Pajak 0.189
Kepatuhan Pajak 0.345

Tabel 4 menunjukkan nilai R-square konstruk persepsi keadilan pajak sebesar 0.189
dan konstruk Kepatuhan Pajak sebesar 0.345. Semakin tinggi R-square, maka semakin
besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga
semakin baik persamaan struktural. Untuk variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai
R-square sebesar 0.189 yang berarti bahwa variabilitas konstruk persepsi keadilan pajak
yang dapat dijelaskan oleh variabilitas pengetahuan pajak sebesar 18,9% sedangkan
sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini,
sedangkan variabel kepatuhan pajak memiliki nilai R-square sebesar 0.345 yang berarti

Jurnal TEKUN/Volume V, No. 01, Maret 2014: 23- 48 38



Basit, Wirawan dan Harnovinsah: Pengaruh Persepsi KOntrol Perilaku, Pengetahuan Pajak...

bahwa variabilitas konstruk kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas
persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak sebesar 34,5%
sedangkan sisanya 65,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian
ini.

Kriteria batasan nilai R? endogen dalam model struktural dibagi dalam tiga
klasifikasi, yaitu 0,67 , 0,33 , dan 0,19 yang mengindikasikan bahwa model “Baik”,
“Moderat” dan “Lemah” (Ghozali, 2008 : 27), sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh
persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak adalah moderat, sedangkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap
persepsi keadilan pajak termasuk dalam kategori lemah.

(2) Uji Q-Square. Disamping melihat nilai R-square, untuk mengukur model konstruk
digunakan Q-square predictive relevance. Q-square dapat mengukur seberapa baik nilai
observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square
lebih besar dari 0 (nol) menunjukan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance,
sedangkan nilai Q-square kurang dari O (nol) menunjukan bahwa model kurang memiliki
predictive relevance (Ghozali, 2008: 26). Perhitungan Q-Square dapat dapat dilakukan
dengan rumus:
Q*=1-(1-R1%) (1-R2% ... 1-Rp?)

Di mana R1%, R22... Rp? adalah R-square variabel endogen dalam model.

Mengacu pada nilai R square yang ada pada Tabel 4 di atas, dapat diketahui nilai Q?
dengan menggunakan rumus Stone-Geisser Q square test sebagai berikut:
Q*=1-(1-R1% (1-R2)
Q*=1-(1-0,189) (1-0,345)
Q? = 0,4688 atau 46,88%

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, diketahui bahwa
nilai Q® sebesar 46,88%, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini dapat
menjelaskan informasi yang terkandung dalam data penelitian sebesar 46,88%.

Ketiga. Merancang diagram jalur. Dalam Tabel 1 uji outer loading, dapat dilihat bahwa
hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS nilai outer loading indikator seluruh
variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini menunjukan bahwa setiap
indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel dan telah memenuhi convergent validity
sehingga tidak diperlukan eliminasi dan menghasilkan output smart PLS seperti pada
Gambar 1.

Jurnal TEKUN/Volume V, No. 01, Maret 2014: 23- 48 39



Basit, Wirawan dan Harnovinsah: Pengaruh Persepsi KOntrol Perilaku, Pengetahuan Pajak...

‘ PLPL H PLP2 H PLP3 ‘
A
orp 0991 0,845
/

N

o?ss// \\om
0700 o785 0832
/ ¥ A \
‘ PKL H PK2 ‘ PK3 H P4 H PKS ‘

Gambar 1. Full Structural Model

Tabel 5. Hasil Inner Weights

Original
Sample Mean Of  Standard T-
Estimate Subsamples Deviation  Statistic

KONTROL PERILAKU ->

KEPATUHAN PAJAK 0.169 0.167 0.104 1.626
PENGETAHUAN PAJAK ->
KEPATUHAN PAJAK 0.233 0.246 0.092 2.520
PENGETAHUAN PAJAK ->
KEADILAN PAJAK 0.434 0.427 0.081 5.348
KEADILAN PAJAK ->
KEPATUHAN PAJAK 0.322 0.331 0.118 2.716

Berdasarkan hasil inner weight pada Tabel 5 di atas dapat dibuat persamaan inner
model penelitian ini, sebagai berikut:
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nl =0,169B1 +0,233p2 +0,32283 + TE+{ dan
N2 =0,434B2 + TE +

Dimana: n1 : Kepatuhan Pajak; n2 : Persepsi Keadilan Pajak; B1 : Persepsi Kontrol
Perilaku; B2 : Pengetahuan Pajak; B3 : Persepsi Keadilan Pajak; & : Vektor variabel laten
exogen, dan { : Vektor variabel residual

Sedangkan untuk persamaan outer model untuk masing-masing variabel eksogen dan
variabel endogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Variabel Persepsi Kontrol Perilaku (PKP), adalah:

X1 = 0,970x, &1 + eXq

X> = 0,991x, Z}l +eXo

X3 = 0,945x3 51 + eX3
2) Variabel Pengetahuan Pajak (PP), adalah:

X4 =0,838x%4 az + Xy

X5 =0,750xs az + eX5

X6 = 0,863Xg &2+ €Xs

X7=0,788X7 & + ex7

Xg=0,843x8 &2 + eXg

X9 =0,748x9 &2"‘ €Xg
3) Variabel Persepsi Keadilan Pajak (PK), adalah:

y1=0,755y;, nit+ ey1

y»=0,750y, nitey

V3 = 0,785 Yamniteys

Va = 0,832 YanriteEYas

Y5 =0,770 ysn1 + &ys

4) Variabel Kepatuhan Pajak (KP), adalah:
Ve = 0,854y6 N2t eYs
V7= 0,874y7 Nz teys
ys = 0,886ys N2 teys

Dimana: x; . indikator kemungkinan diperiksa; X, . indikator kemungkinan dikenakan
sanksi; X3 . indikator kemungkinan dilaporkan/diadukan oleh orang lain; x4 . indikator
kepemilikan NPWP; xs . indikator pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak; Xe -
indikator pengetahuan sanksi perpajakan; x; . indikator pengetahuan tentang PTKP,PKP
dan tarif pajak; xs . indikator sosialisasi perpajakan; Xq . indikator training/pelatihan
perpajakan; y; . indikator keadilan umum; y, . indikator timbal balik pemerintah; ys .
indikator kepentingan peribadi; y, - indikator ketentuan khusus; ys . indikator struktur tarif
pajak; ys - indikator penyerahan/penyampaian SPT; y; . indikator penyetoran pajak; ys.
indikator pelaporan pajak; & . variabel persepsi kontrol perilaku; & . variabel
pengetahuan pajak; n:. variabel keadilan pajak; n, - variabel kepatuhan wajib pajak
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Hasil inner weight di atas dapat menjawab hipotesis yang sudah ditentukan
sebelumnya: Hipotesis 1, Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak. Dengan nilai original sample estimate sebesar 0.169 dengan t-hitung sebesar
1.626 (lebih kecil dari t-tabel 1.973) menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis 2,
Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai original
sampel estimate sebesar 0.233 dan t-hitung sebesar 2.520 (lebih besar dari t-tabel 1.973)
menyatakan bahwa Pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3, Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi
keadilan pajak. Dengan nilai original estimate sebesar 0.434 dan t-hitung sebesar 5.348
(lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh
signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Carolina dan
Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa tax knowledge secara positif
mempengaruhi persepsi keadilan. Hipotesis 4, Persepsi keadilan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak. Dengan nilai original sampel estimate sebesar 0,322 dan t-
statistik sebesar 2.716 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Persepsi
keadilan pajak secara signifikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu hasil inner weight di atas menjelaskan bahwa pengetahuan pajak
berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berpengaruh tidak
langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui persepsi keadilan pajak. Pengaruh
pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
dapat dihitung berdasarkan hasil inner weight sebagai berikut:

Pengaruh langsung : PP KP =0,233

Pengaruh tidak langsung PP —— @K ———K9p=0,140
(0,434) x (0,322) = 0,140

Hal ini menunjukan bahwa koefisien pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh
tidak langsung.

Pembahasan. Hasil penelitian atas variabel persepsi kontrol perilaku tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  Tidak
signifikannya pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak berbeda
dengan hasil penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menyatakan bahwa
persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak sedangkan
penelitian lain membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan pajak badan (Mustikasari, 2007).

Namun demikian hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Harinurdin (2009)
yang menyebutkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung
pada kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib pajak orang pribadi kontrol
perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan, kemungkinan di periksa oleh
fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum mampu mendorong untuk
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berperilaku patuh karena pemeriksaan pajak saat ini masih lebih banyak dilakukan pada
wajib pajak badan disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus.

Hasil pengujian atas variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008)
yang menyebutkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan keadilan
sistem pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak
memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami
hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh,
2003).

Pengetahuan tentang peraturan peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan
perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak
mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor
bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Witono,
2008). Pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh wajib pajak dari petugas pajak, televisi,
internet, surat kabar, buku perpajakan, seminar dan pelatihan perpajakan. Bertambahnya
wawasan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka,
masyarakat dan negara.

Hasil penelitian atas variabel Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan
terhadap persepsi keadilan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Carolina
dan Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa tax knowledge secara positif
mempengaruhi persepsi keadilan.

Dengan sosialisasi peraturan perpajakan melalui seminar dan pelatihan mengenai
perpajakan wajib pajak menjadi mengerti peraturan-peraturan mengenai perpajakan,
khususnya apabila terdapat peraturan-peraturan yang baru. Setelah mengikuti sosialisasi,
seminar dan pelatihan mengenai perpajakan wajib pajak menjadi mengerti akan setiap
aturan-aturan tersebut dan wajib pajak mengakui bahwa hal tersebut mempengaruhi
mereka dalam memberikan pandangan mengenai adil tidaknya sistem perpajakan saat ini
melalui setiap kebijakan dan aturan-aturannya. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap
persepsi keadilan pajak.

Sejalan dengan penelitian Saad (2012) menyatakan bahwa penegetahuan pajak
berpengaruh terhadap persepsi keadilan yang kemudian akan mempengaruhi perilaku
kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan pajak secara
signifikan mengubah perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem
perpajakan, setelah itu perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah.

Hasil penelitian atas variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008)
bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak maka semakin
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem
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perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak itu patuh untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya (Carolina dan Simanjuntak, 2009).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disusun beberapa
kesimpulan hasil penelitian ini, sebagai berikut: Pertama. Persepsi kontrol perilaku tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib
pajak orang pribadi kontrol perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan,
kemungkinan di periksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum
mampu mendorong untuk berperilaku patuh karena kebijakan pemeriksaan pajak saat ini
berdasarkan skala prioritas dan masih lebih banyak dilakukan pada wajib pajak badan
disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus. Kedua. Pengetahuan Pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukan
bahwa pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh
karena dengan bertambahnya wawasan tentang perpajakan wajib pajak mampu
memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara.
Disamping itu tanpa pengetahuan pajak wajib pajak tidak akan mungkin patuh karena
mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, bagaimana cara menghitung pajak
terutang, kapan dan dimana harus membayar pajak, kapan dan dimana harus melapor
pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketiga. Pengetahuan pajak berpengaruh
secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Pengetahuan pajak akan mengubah
perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, setelah itu
perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah menjadi lebih patuh. Oleh karena itu perlu
ditingkatkan sosialisasi tentang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai
hukum dan tujuan kebijakan fiskal, sehingga akan meningkatkan persepsi mengenai
keadilan pajak dan selanjutnya mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh.
Keempat. Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
pajak. Perilaku kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya persepsi bahwa sistem
perpajakan diatur secara adil. Sebaliknya wajib pajak cenderung akan menghindari
membayar pajak jika mereka mengganggap bahwa sistem perpajakan tidak adil.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Jenderal
Pajak untuk lebih memperhatikan psikologis terutama aspek keadilan bagi Wajib Pajak
dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan agar penerimaan negara
yang berasal dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketentuan perpajakan yang jelas, keadilan dalam pelaksanaan dan penegakkan
hukum perpajakan hingga sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat membentuk hukum
tak tertulis di masyarakat tentang kepatuhan pajak yang akan mempengaruhi Wajib Pajak
untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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Saran

Hasil penelitian ini dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada dapat
dijadikan bahan masukan dan ide dasar bagi pengembangan penelitian di masa mendatang,
maka dalam penelitian ini disarankan untuk mempersempit wilayah penelitian agar
hasilnya lebih spesifik dengan responden dari klasifikasi usaha dan profesi tertentu.
Dengan demikian diharapkan model penelitian nantinya dapat dikembangkan sebagai
bahan masukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib
Pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat dari tahun ke
tahun.
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